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A. PEMOHON
Bahwa permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) dalam
Perkara Nomor 101/PUU-XV/2017 diajukan oleh Oltje J.K Pesik, yang dikuasakan
kepada Dr. Youngki Fernando, S.H., M.H. yang berkantor di kantor hukum
Youngki Fernando Rambe & Rekan.

B. PASAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas

Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA, yang berbunyi :

- Pasal 21 ayat (3) : “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini
memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta
karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak
milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan
kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun
sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika
sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak
tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan
ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”.

- Pasal 26 ayat (2) : “Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan
wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau
tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang
warganegara Yyang disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai
kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, Kkecuali yang
ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 2, adalah batal
karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa
pihak-pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua
pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali”.




C. BATU UJI
Bahwa Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA dianggap Pemohon
bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal
28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena
telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional
Pemohon.

D. PERTIMBANGAN HUKUM
Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA,
MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menganggap frasa “karena hukum”
dalam Pasal 21 ayat (3) dan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA menimbulkan
multitafsir, Mahkamah berpendapat bahwa, terlepas dari tidak adanya
argumentasi yang dibangun Pemohon untuk mendukung dalil tersebut, frasa
“karena hukum” — yang sama artinya dengan “demi hukum” — dalam kedua
Pasal UUPA tersebut telah jelas. Frasa demi hukum, yang dalam istilah Latin
disebut “ipso jure” (atau “by law” dalam Bahasa Inggris) adalah frasa yang
telah lazim diterapkan secara universal untuk menunjukkan hukum
memerintahkan demikian adanya sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain.
Dengan demikian, dalam hubungannya dengan permohonan a quo, maka:

1. Dalam hubungannya dengan Pasal 21 ayat (3) UUPA, frasa “karena
hukum” dalam norma a quo mengandung pengertian bahwa apabila ada
orang asing yang setelah berlakunya UUPA memperoleh hak milik karena
pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan,
demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan
setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya
wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak
diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika
sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan,
maka hak tersebut hapus “karena hukum memerintahkan demikian” dan
tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak-
pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Yang perlu ditegaskan
di sini adalah bahwa sekalipun hak dimaksud telah hapus dan tanahnya
jatuh ke tangan negara, hal itu tidak menghilangkan keberadaan hak-hak
pihak lain yang membebani hak atas tanah tersebut. Dengan kata lain,
hak-hak pihak lain tersebut tetap dilindungi;

2. Dalam hubungannya dengan Pasal 26 ayat (2) UUPA, frasa “karena
hukum” dalam norma a quo mengandung pengertian bahwa setiap jual-
beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung
memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga
negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai
kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang




ditetapkan oleh Pemerintah termasuk dalam Pasal 21 ayat (2), “hukum
memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal” dan
tanahnya jatuh kepada negara,dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak
lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran
yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Batalnya
perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma a quo tidak
memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap
sebagai perbuatan yang tidak sah. Secara a contrario, orang-orang yang
melakukan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma a
guo oleh hukum sejak semula sudah dianggap mengetahui bahwa
perbuatan demikian menurut hukum adalah tidak sah. Hal itu pun telah
merupakan prinsip yang diterima secara universal sebagaimana
tercermin dalam istilah Latin void ab initio atau dalam Bahasa Inggris “to
be treated as invalid from the outset” (telah dianggap tidak sah sejak
semula). Hal penting yang perlu ditegaskan, sebagaimana halnya dalam
Pasal 21 ayat (3) UU PA, bahwa batal demi hukumnya perbuatan-
perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA
tersebut tidak turut membatalkan keberadaan hak-hak pihak lain yang
membebani tanah itu, bahkan semua pembayaran yang telah diterima
oleh pemilik tanah itu tidak dapat dituntut kembali. Hal lainnya adalah
bahwa batal demi hukumnya perbuatan-perbuatan hukum yang
disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA tersebut tidak berlaku terhadap
badan-badan hukum yang oleh Pemerintah ditetapkan dapat mempunyai
hak milik dengan syarat-syarat yang ditentukan, sebagaimana diatur
dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA.

2) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menganggap frasa “perbuatan lain yang
dimaksudkan untuk langsung maupun tidak langsung” dalam Pasal 26 ayat (2)
UU PA multitafsir, Mahkamah berpendapat bahwa, sekali lagi terlepas dari
minimnya argumentasi Pemohon dalam hubungan ini, frasa itu pun tidak
multitafsir sebagaimana didalilkan Pemohon.Frasa yang dipersoalkan oleh
Pemohon itu telah jelas konteksnya sebab merujuk pada maksud
“memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga yang di
samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing
atau kepada badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah
termaksud dalam pasal 21 ayat (2)”. Dengan kata lain, secara a contrario,
norma yang termuat dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA tersebut sesungguhnya
melarang dilakukannya:

1. Jual beli, penukaran,penghibahan, pemberian dengan wasiat dan
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsungmemindahkan hak
milik kepada orang asing, kepada seorang warga yang di samping
kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing
atau kepada badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah
termaksud dalam Pasal 21 ayat (2);




2. Jual beli, penukaran,penghibahan, pemberian dengan wasiat dan
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk tidak langsungmemindahkan
hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga yang di samping
kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing
atau kepada badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah
termaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

E. AMAR PUTUSAN
Menyatakan “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”

F. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan
bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan
dilaksanakan. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 101/PUU-
XV/2017 yang menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya Pasal 21 ayat (3)
dan Pasal 26 ayat (2) UUPA mengandung arti bahwa Pasal-Pasal a quo tidak
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
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